	Soal Penyusunan Permohonan Pemohon PHPU Anggota DPR/DPRD


DPP Partai Maju Bersama dengan nomor urut 25 melalui Ketua Umum (cantumkan nama peserta) dan Sekretaris Jenderal (cantumkan nama bebas)  mengajukan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 diumumkan pada hari Kamis, tanggal 23​ Mei 2019, pukul 14.30 WIB.
Adapun Daerah Pemilihan (Dapil) yang dipermasalahkan oleh DPP Partai Maju Bersama sebagai berikut:

Provinsi Kalimantan Barat

1) Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR RI

· Dapil Kalimantan Barat I
2) Perselisihan Calon Anggota Legislatif Partai Maju Bersama
· Amiruddin, S.Pd. (Calon Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Barat II)
3) PHPU DPRD Provinsi

· Dapil Kalimantan Barat 3
4) PHPU DPRD Kabupaten Landak 
· Dapil Landak 4
URAIAN KASUS PERKASUS
1. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR RI

Dapil Kalimantan Barat I
Tabel 1
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR
	No.
	PARPOL
	Perolehan Suara
	Selisih

	
	
	Termohon
	Pemohon
	

	1.
	Partai Maju Bersama
	150.000
	150.200
	200


Bahwa berdasarkan tabel 1 di Dapil Kalimantan Barat I, Pemohon mempersoalkan perolehan suara di 4 TPS pada wilayah Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, sebagai berikut: 

	
	TPS 3

Kel. Sungai Bangkong
	TPS 7

Kel. Darat Sekip
	TPS 9

Kel. Mariana
	TPS 10

Kel. Sungai Jawi

	Pemohon
	100
	110
	120
	180

	Termohon
	50
	60
	70
	130


2. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Caleg Partai Maju Bersama
Amiruddin, S.Pd. (Calon Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Barat II)
Bahwa Pemohon di Dapil Kalimantan Barat II memperoleh sebanyak 250.000 suara.
Tabel 2
Dapil Kalimantan Barat II
	No. Urut Caleg
	Nama Caleg Partai Maju Bersama
	Perolehan Suara

	1
	Amiruddin, S.Pd.
	124.925

	2
	Joko Heratmo, S.E.
	125.075

	Total Suara Sah
	250.000


Bahwa berdasarkan tabel 2 di Dapil Kalimantan Barat II, Caleg Amiruddin, S.Pd. mempersoalkan selisih suara dengan Joko Heratmo, S.E. dalam penentuan kursi di DPR RI. 
Pemohon mempersoalkan penghitungan suara di 3 TPS pada wilayah Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, sebagai berikut:
	
	TPS 5

Entikong
	TPS 12

Nekan
	TPS 17

Semanget

	Amiruddin, S.Pd.
	150
	150
	175

	Joko Heratmo, S.E.
	100
	100
	125


Caleg Amiruddin, S.Pd. seharusnya mendapat sebanyak 125.075 suara, sedangkan Caleg Joko Heratmo, S.E. meraih sebanyak 124.925 suara.
3. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPRD Provinsi

Dapil Kalimantan Barat 3
Tabel 3
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI
	No.
	WILAYAH
	Perolehan Suara
	Selisih

	
	
	Termohon
	Pemohon
	

	1.
	Bengkayang
	100.000
	100.100
	100

	2.
	Singkawang
	25.000
	25.050
	50


Bahwa berdasarkan tabel 3 di Dapil Kalimantan Barat 3, Pemohon mempersoalkan penghitungan suara di 2 TPS pada wilayah Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, sebagai berikut.

	
	TPS 2

Kel. Bumi Emas
	TPS 3

Kel. Sebalo

	Pemohon
	130
	200

	Termohon
	80
	150


Bahwa berdasarkan tabel 3 di Dapil Kalimantan Barat 3, Pemohon mempersoalkan penghitungan suara di 2 TPS pada wilayah Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang. Sebagai berikut. 
	
	TPS 2

Kel. Melayu
	TPS 3

Kel. Kuala

	Pemohon
	140
	250

	Termohon
	115
	                 225


4. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPRD Kabupaten

Dapil Landak 4
Tabel 4
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN
	No.
	Parpol
	Perolehan Suara
	Selisih



	
	
	Termohon
	Pemohon
	

	1.
	Partai Maju Bersama
	 150.000
	     200.000
	       50.000


Bahwa berdasarkan tabel 4 di Dapil Landak 4, Pemohon mempersoalkan selisih perolehan suara tersebut terjadi akibat adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif, berupa pengerahan ASN dan money politics.
1

